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DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal penyelenggaraan Pemilu

---------------------------------------------------------------



BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negera adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa
kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam
daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian Negara
yang demikian mencakup pengertian konstitutif dari sebuah Negara, sehingga dari
rumusan ini dapat dikemukakan adanya unsur-unsur konstitutif Negara, yaitu:

1. Adanya rakyat (masyarakat) tertentu
2. Adanya daerah (wilayah) tertentu
3. Adanya pemerintahan yang berdaulat.

Selain itu ada unsur lain bagi adanya Negara yakni “adanya pengakuan dari
Negara”. Unsur keempat ini disebut unsur deklaratif.’

Al-ghazali dan Ibnu Taimiyah mempunyai pandangan yang sama mengenai
keharusan adanya sebuah Negara. Karena Negara berfungsi untuk membuat aturan
hukum atau menjalankan hukum-hukum yang sudah digariskan oleh syari’, Allah
Swt dan menegakannya dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa Negara masyarakat

akan kacau dan hukum-hukum tuhan tidak akan terlaksanakan dengan baik.

! Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegara Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
Cet. I1, 2001), 64



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Menurut Ibn Taimiyah, kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan
secara sempurna kecuali dengan bermasyarakat untuk mengaturnya harus
memerlukan pemimpin. Pentingnya kepemimpinan bagi masyarakat ia dasarkan
kepada hadits nabi Muhammad Saw yang artinya: “Apabila ada tiga orang
melakukan perjalanan, hendaklah mereka mengangkat salah seorang diantara mereka
untuk menjadi pemimpin”. Sedangkan karakteristik ajaran Islam adalah agama yang
memiliki seperangkat hukum. Perintah dan larangan, Allah memerintahkan manusia
supaya melaksanakan amar makruf dan mencegah kejahatan, jihad, keadilan, ibadah
haji, bermasyarakat yang teratur, menolong orang yang teraniaya dll. Semuanya tidak
bisa terlaksana dengan baik, kecuali dengan adanya kekuasaan dan pemimpin. Ibn
Taimiyah menegaskan bahwa mengatur orang banyak adalah kewajiban agama.’

Terkait dengan kekuasaan dalam Negara. Al-Mawardi (975-1059) berpendapat
bahwa suatu kekuasaan kepala Negara adalah berdasarkan perjanjian antara kepala
Negara dan rakyatnya (kontrak sosial). Dari perjanjian ini lahirlah hak dan kewajiban
secara timbal balik antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, rakyat telah
memberikan kekuasaan dan sebagian haknya kepada kepala Negara serta berhak
menurunkan kepala Negara, bila ia dipandang tidak mampu lagi menjalankan
pemerintahan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Untuk mendukung pendapat ini, al-mawardi mengutip sebuah hadits riwayat Abu
Hurairah, yang artinya: "akan ada kelak pemimpin kamu sesudahku. Diantara mereka
ada yang baik dan memimpin dengan kebaikannya. Tapi ada juga yang jahat dan
memimpin dengan kejahatannya. Dengarkanlah dan patuhilah mereka sesuai dengan

kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikannya untuk kamu dan untuk

5 Ibid., 170



mereka. Tetapi kalau mereka berbuat jahat maka (akibat baiknya) untuk kamu dan
kejahatannya kembali kepada mereka.®

Untuk mengetahui kekuasaan Negara maka harus mengetahui bentuk Negara
tersebut. Bentuk Negara ada tiga macam, yaitu: monarki, oligarki, dan demokrasi.
Pembagian ini di dasarkan atas jumlah orang yang memegang pimpinan untuk
menyelenggarakan kepentingan bersama dan Negara. Monarki ialah system
pemerintahan dimana kekuasaan Negara tertinggi terletak di tangan satu orang saja
yaitu raja. Oligarki adalah model pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi terletak
di tangan sekelompok kecil orang-orang yang berpengaruh atas masyarakat.
Sedangkan, demokrasi adalah model pemerintahan dimana kekuasaan Negara
terletak ditangan sejumlah besar dari rakyat dan menjalankan kekuasaan itu untuk
kepentingan semua orang.’

Terkait dengan kepemimpinan, Negara dalam menjalankan system
pemerintahannya dibagi menjadi dua; Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
Pemerintahan pusat untuk mengatur pemerintahan secara sentral sedangkan
pemerintah daerah untuk mengatur pemerintah daerahnya masing-masing, model
pemerintahannya sama dengan model pemerintahan presiden.

Untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam pasal 56 UU no.32
tahun 2004 yakni; pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu

pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung,

¢ Ibid., 109
7 Rozak, Politik kenegaraan, 179



umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, serta pasangan calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.®

Karena pemilihan kepala daerah ini dipilih oleh publik dan dilaksanakan secara
langsung. Sehingga pastilah terjadi hal-hal yang keluar dari prosedur
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh sebab itu,
penting adanya kesiapan yang matang dengan waktu yang seefisien mungkin dalam
penyelenggaraannya untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut. Maka
ditetapkanlah peraturan terkait hal tersebut diatas.

Pada pasal 236A Undang-undang no.12 tahun 2008 revisi UU no.32 tahun 2004
bahwa dalam hal penyelenggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
akan berlangsung sebelum terbentuknya panitia pengawas pemilihan oleh badan
pengawas pemilu, DPRD berwenang membentuk panitia pengawas pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah.” Dalam pasal 71 UU no. 22 tahun 2007 telah
dijelaskan bahwa panwaslu provinsi, panwaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan,
pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri dibentuk paling lambat
1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan
berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu

selesai. !’

8 UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Cet. 1,
2004), 42

® Legalitas, “UU no. 12 Tahun 2008 revisi UU no. 32 tahun 2004,

http://www hukumonline.com (15 Mei 2010)
9 UU No. 22 talun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, Cet.
1, 2007), 59



Pada pemilu kada kali ini, telah dikeluarkan juga surat edaran bersama KPU
dengan Bawaslu (SEB): 1996/KPU/IXX/2009," untuk mengantisipasi jika terjadi
keterlambatan rekrutmen panwaslu kada kabupaten/kota. Sebab, lambatnya KPU
kabupaten/kota dalam mengumumkan lowongan anggota panwaslu kada
kabupaten/kota.

Al-Mawardi juga berpendapat sama, meskipun tidak memberikan cara atau
mekanisme bagi penggantian kepala Negara itu. Juga ia tidak menjelaskan
bagaimana ahl al-ikhtiar atau ahl al-aqd wa al-hall itu diangkat, dan dari kalangan
mana, berdasarkan kualifikasi pribadi atau perwakilan kelompok.

Didalam islam, pemilu merupakan konsep wakalah (perwakilan). Sistem ini
disebut juga dengan Ahl al-hall wa al-‘aqd. Anggota perwakilan ini dipilih oleh kaum
muslimin sebagai wakil-wakil mereka. Pembentukan lembaga Ahl al-hall wa al-‘aqd
dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan
kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga
mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. Kewajiban untuk menegakkan amar
makruf nahi munkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk
menjaga kemaslakhatan antara pemerintah dan rakyat. Sebagaimana kewajiban taat
kepada ulu al-amr (pemimpin umat) yang tertuang dalam surat Al-Syura, 42:38 dan
Ali Imran, 3: 159. Disamping itu, Nabi sendiri menekankan dan melaksanakan
musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijaksanaan

pemerintahan.'2

W KpU, Surat Edaran Bersama,dalam http://docs.google.com/viewer? A:www.kpu.go.id/, (26
April 2010)
12 1qbal, Figih Siyasah dan Kontekstualisasi, 142




Adapun sistem pengawasan dalam pemilihan kepala daerah tersebut, meliputi;
pertama, Tahapan penyelenggaraan pemilu seperti pemutahiran data pemilih,
pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pelaksanaan kampanye, dst.
Kedua, Menerima laporan dugaan pelanggaran. Ketiga, Menyelesaikan temuan dan
sengketa penyelenggaraan pemilu, keempat, Mengawasi pelaksanaan sosialisasi
penyelenggaraan pemilu.

Dari paparan diatas, walaupaun didalam Undang-undang maupun peraturan
pemerintah terdapat aturan yang telah ditetapkan, akan tetapi pada kenyataannya
rekrutmen panwaslu kada kota Surabaya berjalan lambat, SK Panwaslu pertama
turun tanggal 11 Desember 2009 untuk seorang anggota. Sedangkan dua anggota
yang lain masih belum meskipun penyelenggaraan pemilu Kada telah berlangsung.
Dengan rincian tanggal tahapan pemilu; 9 Februari 2010 Koreksi Daftar Pemilih
Sementara (DPS), 11 Februari 2010 Perbaikan DPS, 18 Februari 2010 Verifikasi Dukungan
Pencalonan Calon Perseorangan, 11 Maret 2010 Tahapan Pencalonan, Pengumuman
Pencalonan Walikota Dan Wakil, Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah, Penyampaian
Hasil Pemeriksaan Kesehatan, Penelitian Administrasi Pengajuan Syarat Pasangan Calon, 14
Maret 2010 Penelitian Administrasi Pengajuan Syarat Pasangan Calon, 19 Maret 2010
Perbaikan Kelengkapan / Syarat Pasangan Calon.'* Pada tanggal 19 Maret 2010 SK
kedua anggota Panwaslu yang lain baru turun."’ Dalam hal ini Bawaslu sebagai
lembaga yang independent harusnya dapat menjalankan kewenangannya sendiri

dalam menentukan anggota panwaslu kada kota Surabaya.

3 UU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, 65
¥ FB Panwaslu Kota Surabaya, “Jadwal Pemilu kada kota Surabaya 2010,”

hitp://www.depkominfo.go.id, (15 Mei 2010)
15 Dokumen Panwaslu, 17 Mei 2010, 12.20 Wib.



Bagaimana sebenarnya rekrutmen panwaslu kada kota Surabaya berdasarkan UU
no. 22 tahun 2007. Hal itulah yang akan penulis telusuri dalam penelitian ini dan
selanjutnya di tinjau dari fiqih siyasah. Untuk itu penulis mengambil judul
“Tinjauan figih siyasah terhadap pasal 71 UU no.22 tahun 2007 tentang
penyelenggaraan pemilihan umum (studi kasus dampak keterlambatan

rekrutmen panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010)”

Rumusan Masalah
Dari deskripsi latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam
penelitian ini dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah dampak keterlambatan rekrutmen Panwaslu kada kota Surabaya
tahun 2010 sesuai dengan pasal 71 UU no. 22 tahun 2007?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap dampak keterlambatan rekrutmen

Panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010 tersebut?

. Identifikasi Masalah

Dari deskripsi latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik
sebagai identifikasi masalah sebagai berikut :
1. Proses rekrutmen calon panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010
2. Dampak Keterlambatan Rekrutmen calon Panwaslu kada kota Surabaya tahun

2010



D. Batasan Masalah
1. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Panwaslu Kada kota Surabaya tahun
2010 di JI. AR. Hakim no. 111-113 Surabaya dan Kantor KPU kota Surabaya
tahun 2010 di J1. Adityawarman Surabaya
2. Penelitian itu akan membahas masalah dampak keterlambatan rekrutmen calon

panwaslu kada kota Suabaya tahun 2010.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mendapatkan
diskripsi ringkas tentang gambaran serta gagasan pembahasan yang akan di teliti
dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga
diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Beberapa karya yang berkaitan
dengan judul skripsi ini antara lain :

Karya tulis Ramdhansyah yang berjudul "Sisi Gelap Pemilu 2009 Yang
Diterbitkan Pada Tahun 2010". karya ini membahas tentang System penyelenggaraan
pemilu legislative, pemilu presiden dan wakil presiden. Dimana para perangkat
penyelenggaranya belum memenuhi standart dan penegakan hukumnya tidak dapat
berjalan secara efektif.

Skripsi karya Slamet Mulyono Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah yang
berjudul "Tugas Dan Wewenang Panwaslu Jatim Menurut UU No. 32 Tahun 2004
Dalam Menentukan Black Campaign Pilgub Jatim 2008 Ditinjau Dari Fiqih Siyasah".
Skripsi pada tahun 2009, isinya tentang bagaimana tugas dan wewenang panwaslu

jatim dalam menentukan kriteria black campaign serta sanksinya.
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Skripsi karya Muhammad Khomsin Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah
yang berjudul "Efektifitas Pengawasan Panwaslu Kabupaten Mojokerto Terhadap
Pelanggaran Pemilu 2009 Menurut UU no. 10 Tahun 2008 Pasal 84 Ayat-ayat Dalam
Perspektif Figih Siyasah". Skripsi pada tahun 2009 yang membahas tentang
bagaimana efektifitas pengawasan panwaslu kabupaten Mojokerto terhadap
pelanggaran pemilu legislative 2009, apabila terjadi pelanggaran dan bagaimana
penegakkan hukumnya. Sehingga pelaku pelanggaran tersebut mendapat sanksi yang
sesuai dengan perundang-undangan no. 10 tahun 2008.

Skripsi yang akan penulis bahas ini berbeda dengan karya tulis yang sebelumnya.
Skripsi ini berjudul “Tinjauan figih siyasah terhadap pasal 71 UU no.22 tahun 2007
tentang penyelenggaraan pemilihan umum (studi kasus dampak keterlambatan
rekrutmen panwaslu kada kota Surabaya)”. Intinya pada persoalan ini adalah
bagaimana dampak keterlambatan rekrutmen panwaslu kada kota Surabaya, seperti
apa problematikanya. Lalu bagaimana penyelesaiannya, kemudian bagaimana sistem

pengawasannya.

. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah diatas dan sebagaimana Penulisan skripsi pada
umumnya mempunyai tujuan tertentu, maka tujuan dari skripsi ini adalah:;
1. Untuk mengetahui mekanisme rekrutmen panwaslu kada Kota Surabaya
berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap mekanisme rekrutmen

panwaslu kada Kota Surabaya berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007.
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G. Kegunaan Penelitian
Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai
nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca antara lain:
1. Dari segi teoritis (keilmuan)

Dapat berguna sebagai bahan kajian ilmiah dan dapat memberi tambahan
pengetahuan dibidang politik dan siyasah, khususnya dalam masalah pemilu
kapala daerah tentang rekrutmen panwaslu kepala daerah.

2. Dari segi praktis (terapan)

Dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menerapkan kebijakan rekrutmen

panwaslu kepala daerah yang lebih baik dimasa depan bagi penyelenggara pemilu

kepala daerah khususnya dan umat islam pada umumnya.

H. Definisi Operasional
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman
pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk
mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam

judul skripsi ini, yaitu:

1. Fiqih Siyasah : Salah aspek hukum islam yang
membicarakan pengaturan dan pengurusan
kehidupan manusia dalam bernegara demi
mencapai kemaslahatan bagi manusia itu

sendiri.’®

16 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 4



2. UU no. 22 tahun 2007

3. Pemilu Kada Surabaya

4. Dampak keterlambatan

5. Rekrutmen

6. Panwaslu kada kota Surabaya

12

Merupakan  undang-undang  tentang
penyelenggaraan  pemilu,  termasuk
pemilihan kepada daerah (kabupaten/kota)
sechingga menjadi salah satu landasan
hukum dalam perekrutan panwaslu kada.
Merupakan kegiatan untuk memilih 5
(lima) pasangan calon wali kota dan wakil
wali kota Surabaya periode 2010-2015
yang dilaksanakan dengan cara pemilihan
langsung oleh rakyat yang memiliki hak
pilih.

Akibat yang  ditimbulkan  karena
keterlambatan.

Proses yang harus dilaksanakan untuk
mengangkat anggota dalam kepengurusan
suatu organisasi pengawasan pemilu
kepala daerah. Sehingga pemilu dapat
berjalan dengan lancar dan tidak terjadi
kecurangan-kecurangan.

Proses yang harus dilaksanakan untuk
pengawas pemilihan umum wali kota dan
wakil wali kota Surabaya yang berfungsi

sebagai lembaga yang mengawasi,
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Penelitian ini dilaksanakan di kantor panitia panwaslu kada kota
Surabaya, J1. Arif Rahman Hakim no. 131-133 Surabaya dan di kantor KPU
kota Surabaya, JI. Aditiyawarman Surabaya

2. Data yang dikumpulkan

Mengenai penelitian ini adalah penelitian yang akan menggali data
sebagai berikut:

a) Persyaratan pencalonan diri sebagai anggota Panwaslu Kada Kota

Surabaya tahun 2010.

b) Jadwal rekrutmen Panwaslu Kada Kota Surabaya tahun 2010.
¢) Peserta calon Panwaslu Kada Kota Surabaya tahun 2010.
d) Daftar nama anggota panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010.
3. Sumber Data
Berdasarkan asal sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu:
a) Informan
Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam
penelitian,'” biasa disebut dengan narasumber.
Adapun pada penelitian ini penulis akan wawancara dengan
beberapa narasumber, antara lain:
i) Anggota panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010.

ii) Anggota KPU Kota Surabaya tahun 2010.

" Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakaeta:
Balai Pustaka, Cet. 3 ed. 3, 2005), h, 432
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Sumber data yang berasal dari narasumber(informan). Informan
adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian,'” biasa disebut
dengan narasumber.

Adapun pada penelitian ini penulis akan wawancara dengan
beberapa narasumber, antara lain:

1) Anggota panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010.

i1) Anggota KPU Kota Surabaya tahun 2010.

b) Sumber data tersier

Sumber data yang berasal dokumen. Dokumen adalah surat atau
tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan.'® Dokumen ini
terdiri dari:

i) SK No. 265 —KEP tahun 2009 tentang Penetapan Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

ii) SK No. 109 —KEP tahun 2010 tentang Penetapan Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

iii) Berkas-Berkas Pencalonan Panwaslu Kada Kota Surabaya tahun

2010.

17 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakaeta: Balai
Pustaka, Cet. 3 ed. 3, 2005), h, 432
B Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 272
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4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara

Wawancara adalah tekmik pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan langsung kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat
dan direkam.

b.  Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung

ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi.'®
5.Teknik Analisis Data
a. Organizing
Organizing adalah Menyusun data dengan teknik pengumpulan data-
data yang diperoleh selama penelitian, baik dari hasil wawancara,
dokumentasi, atau literature yang ada yaitu dengan cara pengelompokkan dan
menelaah dalam kerangka yang sudah direncanakan sesuai dengan kajian
yang ada dari bahan yang dihimpum. Akan digunakan penulis adalah metode
deskriptif analisis, yaitu menggambarkan mengenai situasi/kejadian yang
menjadi subjek penelitian kemudian dilakukan pengkajian/analisa
berdasarkan pada data yang diperoleh dan literature yang ada.
b. Editing
Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah

dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk tidak logis dan
meragukan. Setelah seluruh data terkumpul, maka penulis akan mengeditnya

sebab hal itu tidak mungkin seluruh data dimasukkan dalam skripsi ini. Bisa

19 M. Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya,, 87
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khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisa data-data yang bersifat

umum tentang rekrutmen Panwaslu Kada Kota Surabaya tahun 2010.

J. Sistematika Pembahasan
Untuk mengarah tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka penulis membuat
sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab berisi

pembahasan sebagai berikut:

BabPertama : Membahas tentang pendahuluan menjelaskan latar belakang
masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab Kedua :  Membahas tentang Ahl al-Ikhtiar dalam figih siyasah,
didalamnya menjelaskan pengertian A4kl al-Ikhtiar, kriteria-
kriteria Ahl al-Ikhtiar, peranan Ahl al-Ikhtiar, dan fungsi Ahl al-
Ikhtiar.

Bab Ketiga :  Memuat data hasil penelitian tentang rekrutmen panwaslu kada
kota surabaya pada pemilu kada 2010, antara lain; sekilas
tentang kelembagaan panwaslu kada kota surabaya, pelaksanaan
rekrutmen calon panwaslu kada kota surabaya, dan
penyelesaian terhadap problem keterlambatan dalam rekrutmen
calon panwaslu kada kota surabaya.

BabKeempat :  Penulis menjabarkan hasil dialog antara bab kedua dengan bab



Bab Ketiga

Bab Keempat

Bab Kelima
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Memuat data hasil penelitian tentang rekrutmen panwaslu kada
kota surabaya pada pemilu kada 2010, antara lain: sekilas
tentang kelembagaan panwaslu kada kota surabaya, pelaksanaan
rekrutmen calon panwaslu kada kota surabaya, dampak
keterlambatan rekrutmen panwaslu kada kota Surabaya tahun
2010 dan penyelesaian terhadap problem keterlambatan dalam
rekrutmen calon panwaslu kada kota surabaya dan dampak
keterlambatan tersebut.

Penulis menjabarkan hasil dialog antara bab kedua dengan bab
ketiga yang berisi analisis fiqih siyasah terhadap dampak
keterlambatan rekrutmen calon panwaslu kada kota Surabaya
tahun 2010 sesuai pasal 71 UU no.22 tahun 2007. Berisi tentang
analisis terhadap damapak keterlambatan rekrutmen panwaslu
kada kota Surabaya tahun 2010 serta analisis Figih Siyasah
terhadap dampak keterlambatan rekrutmen panwaslu kada
tersebut.

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi

yang berisi kesimpulan



BAB 11

AHL AL-IKHTIAR DALAM FIQIH SIYASAH

A. Pengertian Ahl al-Ikhtiar

Secara bahasa, Akl al-IkHtiar dari dua kata; yakni Ahl, yang berarti
orang berhak (yang memiliki). Al-Tkhtiar, yang berarti orang berusaha,
bermusyawarah. Sedangkan secara harfiyah, Ahl al-Tkhtiar berarti orang yang
berusaha dan bermusyarawah. Pada masa khalifah Umar, AAl al-Ikhtiar
dibentuk sebagai orang yang memiliki wewenang untuk mengangkat

pengangti imamah (kepemimpinan).

Ketika umar merasa ajalnya akan tiba, beliau memperhatikan bahwa
dari sekian banyak Sahabat Nabi yang paling dipercaya, hanya enam orang
yang masih hidup untuk dijadikan sumber pedoman kaum Muslim dan untuk
dipilih sebagai calon penggantinya. Kemudian membentuk Ah! al-Ikhtiar
yang beranggotakan keenam orang Sahabat tersebut antara lain; Ustman bin
Affan, Ali bin Abi Thalib, Abd Ar-Rahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah,
Zubair bin Awwam, dan Sa’ad bin Abi Waqqash. Mereka adalah adalah

orang yang telah dijamin masuk surge.

18
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Serta mendelegasikan tugas kepada mereka untuk memilih Khalifah
berikutnya dari kalangan mereka sendiri. Umar juga menjelaskan “aturan
main” pemilihan khalifah. Umar berpesan bahwa bila atau empat orang
sepakat memilih seorang untuk menjadi khalifah dan satu atau dua orang

D gelain

membangkang, maka yang membangkang terssebut harus dipenggal
itu dengan mengamanatkan bahwa barang siapa mencoba menjadi Amir tanpa

disetujui oleh massa Muslim harus dipenggal. Sesuai dengan firman Allah;

Byl 158 5y o 3y 8,35 g 9 2356 55 88 2 b Syt waly et it gl

Sl ety e G5 W g3y

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-
Qur'an) dan rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa(4): 59)*'

2 Muhammad Iqbal, Figih Siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Radar
Jaya Pratama Jakarta anggota IKAPI, Cet. I, 2001 ), 65

n Departemen Agama Ri, Terjemah Al-Jumanatul 'Ali' Al-Qur'an, (Bandung: CV Penerbit J-
art, 2005), 87
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Hal itu disebabkan karena pentingnya dalam pengangkatan seorang
imamah (kepemimpinan), telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut
Syariat, maka status wajibnya imamah (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah
seperti jihad, dan mencari ilmu. Arrtinya jika imamah (kepemimpinan) telah
dijalankan oleh seorang yang berhak menjalankannya, maka imamah
(kepemimpinan) telah gugur dari orang lain. Jadi status hukum imamah

(kepemimpinan) adalah fardhu kifayah.

Seperti pada pengangkatan Ustman Bin Affan menjadi khalifah yang
ketiga melalui proses Syuro. Dia dipilih oleh sekelompok orang yang nama-
namanya sudah ditentukan oleh Umar Bin Khattab sebelum dia wafat, pada
pertengahan tahun kesebelasan sejak Umar menjabat khalifah dia menserita
luka-luka berat akibat enam kali luka tikaman seorang persia bernama Fairus,
yang lebih terkenal dengan panggilan Abu lulu’ah. Waktu itu datanglah
sejumlah tokoh masyarakat memohon kepada Umar supaya segera menunjuk
pengganti, karena mereka khawatir bahwa akibat luka-lukanya itu Umar tidak
akan hidup lebih lama lagi, dan kalau sampai wafat tanpa terlebih dahulu
menunjuk penggantinya, dikhawatirkan akanterjadi pertentangan dan
perpecahan di kalangan umat. Tetapi Umar menolak memenuhi permintaan
mereka dengan alasan bahwa orang-orang yang menurut pendapatnya pantas
ditunjuk sebagai pengganti sudah lebih dahulu meninggal. Bahkan Umar

marah besar ketika tokoh-tokoh tersebut mengusulkan agar dia menunjuk
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salah seorang putranya sendiri, Abdullah Bin Umar. Dia menolak keras usul
itu seraya menyatakan bahwa cukuplah sudah seorang dari keluarga besar
Umar mendapatkan kehormatan menjadi khalifah. Mereka dengan kecewa
meninggalkan rumah kediaman Umar. Tetapi karena bahaya perpecahan
makin tampak, mereka kembali lagi mengunjungi Umar dan mendesaknya

agar segara menunjuk pengganti.

Akhirnya Umar menyerah, tetapi tidak secara langsug menunjuk
pengganti. Dia hanya menyebutkan enam sahabat senior, dan merekalah nanti
sepeninggalnya yang harus memilih seorang di antara mereka untuk menjadi
khalifah: Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abu Waqqash, Abd
al-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwan, dan Thalhah bin Ubaidillah, serta
Abdullah bin Umar, putranya, tetapi “tanpa hak suara”. Menurut Umar, dasar
pertimbangan mengapa memilih enam orang tersebut, yang semuanya dari
kelompok Muhajirin atau Quraisy, karena mereka berenam itu dahulu
dinyatakan oleh Nabi sebagai calon-calon penghuni surga, dan bukan karena

mereka masing-masing mewakili kelompok atau suku tertentu.

Pesan Umar, sepeninggalnya nanti mereka berenam segera
berunding dan dalam waktu paling lama tiga hari sudah dapat memilih salah
seorang di antara mereka menjadi khalifah. Berbahagialah kalau mereka
mencapai kesepakatan yang bulat tentang siapa yang harus menjadi khalifah.

Tapi kalau lima atau empat orang di antara mereka setuju memilih seorang
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darinya menjadi khalifah sedangkan satu atau dua orang yang lain menentang
dan tidak dapat disadarkan, maka yang menentang itu sebaiknya dipenggal
saja lehernya. Kalau seandainya suara terbelah sama, tiga orang memilih
seorang, sedangkan tiga yang lain memilih orang lain, maka haruslah
ditanyakan kepada Abdullah bin Umar. Siapa di antara dua calon itu yang
didukung oleh Abdullah, maka dialah yang diangkat menjadi khalifah. Tetapi
kalau campur tangan Abdullah itu tidak ddapat diterima, maka calon yang
dipilih oleh kelompok Abd al-Rahman bin Auf, haruslah diangkat sebagai

khalifah, dan kalau masih ada yang menentang agar dibunuh saja.

Setelah Umar wafat, lima dari enam orang tersebut segera bertemu
untuk merundingkan pengisian jabatan khalifah. Pada waktu itu kebetulan
thalthah bin Ubaidillah kebetulan tidak ada di Madinah. Sejak awal jalannya
pertemuan itu sangat alot Abd al-Rahman bin Auf mencoba
memperlancarnya dengan imbauan agar sebaiknya di antara mereka dengan
sukarela mengundurkan memberi kesempatan kepada orang yang betul-betul
paling memenuhi syarat untuk dipilih sebagai khalifah. Tetapi imbauan itu
tidak berhasil. Tidak ada satu pun yang mengundurkan diri. Kemudian Abd
al-Rahman sendiri menyatakan mengundurkan diri, tetapi tidak ada seorang

pun dari keempat orang lain yang mengikutinya.”

2 H. Munawir Sjadzali, M.A, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,
(Jakarta: UI-Press, Cet. I, 1990), 25
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Dalam keadaan macet itu Abd al-Rahman bin Auf bemusyawarah
dengan tokoh-tokoh selain keempat orang tersebut, dan ternyata pula telah
berkembang polarisasi dikalangan masyarakat Islam. Mereka terbelah

menjadi dua kubu: pendukung Ali dan pendukung Utsman.?

Pada akhirnya Ahl al-Thktiar ini mendelegasikan tugasnya kepada
salah seorang anggotanya, 'Abd al-Rahman bin 'Auf yang kemudian
berkeliling Madinah untuk memantau aspirasi masyarakat umum di kota
tersebut. Dia memperhatikan pandangan kaum wanita serta reaksi dari
penganut berbagai mazhab dan bahkan para jamaah haji dari berbagai Negara
yang berkunjung ke Madinah setelah selesai berhaji di Makkah. Setelah
survey yang mendalam ini, beliau sampai kepada kesimpulan terbesar untuk
percaya kepada dua orang, yaitu 'Ali dan 'Utsman; dan dari keduanya,
pandangan sedikit lebih berat ke ‘Utsman. Kemudian dilakukan pemilihan dan
'Utsman secara terbuka diakui sebagai Khalifah* Begitu pula pada
pengangkatan 'Ali sebagai Khalifah juga berdasarkan pada kesepakatan bulat

kaum Muslim.

Abd al-Rahman bin Auf telah melaksanakan tugas pengawasan
untuk menegakkan amar makruf nahi munkar, ialah menyuruh kepada

kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan), dan melarang

2
Ibid,. 26
% Sayyid Abul A'la Maududi, Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam, (Bandung:
Mizan, Cet. IV, 1995), 257



24

dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.>® Allah Ta’ala

berfirman,
.o}ﬂulrﬁwjjp‘gﬁd"”dﬁnﬂbd tj’);g" ; {r-g'“'uﬁj

Artinya: "Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan rakyat yang menyeru kepada
kebajikan, menyeruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang
mungkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung”(Q.S. Ali- Imron)

(3): 104.)%

B. Kriteria-Kriteria Akl al-Thktiar

Adapun Ahl al-Thktiar, maka kriteria-kriteria (syarat-syarat) yang

legal yang harus dimiliki ada tiga;
1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.

2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak
menjadi imam (kepemimpinan) sesuai dengan kriteria-kriteria yang

legal. Serta berijtihad kasus dalam hukum.

Z Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, 398

8 Departemen Agama RY, Terjemah Al-Jumanatul ‘Ali' Al-Qur'an, (Bandung: CV Penerbit J-
art, 2005), 93
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3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih
siapa yang paling tepat menjadi imam (kepemimpinan), dan paling

efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan,

4. Sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu

menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.

5. Berani, dan kesatria yang membuatnya mammelindungi wilayah

negara, dan melawan musuh.

6. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasakan nash-nash yang ada dan
ijjma’ para ulama. Kita tidak perlu mengubris Dhirar yang
berpendapat nyeleneh dan membolehkan jabatan Imam (Khalifah)
dipegang oleh orang-orang non Quraisy. Karena Abu Bakar
Radhiyallahu Anhu meminta orang-orang Anshar yang telah
membaiat sa'ad bin Ubadah untuk mundur dari jabatan khilafah
(Imamah) pada peristiwa Saqifah karena berargumen dengan sabda

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,
A o LW

Artinya: "Pemimpin-pemimpin itu dari Quraisy."*’

?” Hadits yang dikutip oleh Imam Mawardi dalam buku Al-Ahkam As-Sulthaniyah
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Terhadap nash yang kuat ini, kita tidak menerima syubhat dan

pendapat orang yang menentangnya.28

C. Peranan Ahl al-Thktiar

Ahl al-Thktiar ini memiliki peranan yang penting, yakni bertugas
untuk mengangkat imam (kepemimpinan). Jabatan imam (kepemimpinan)
dianggab sah dengan dua cara; Pertama, pemilihan oleh rakyat. Kedua,

penunjukan oleh imam (kepemimpinan) sebelumnya.

Kelompok ulama lain berpendapat, bahwa minimal lembaga yang
memilih imam (khalifah) yaitu Ah! al-Thktiar beranggotakan enam orang,
kemudian mereka sepekat mengangkat imam (khalifah), atau salah seorang
dari mereka sendiri diangkat menjadi imam (khalifah) dengan restu lima

anggota yang lain. Kelompok ini berhujjah dengan dua alasan;

1. Bahwa pembaiatan (pengangkatan) Abu Bakar Radhiyallahu Anhu
dilakukan lima orang yang sepakat menunjuk Abu Bakar, kemudian
diikuti orang-orang lain. Kelima orang tersebut adalah Umar bin
Khathtab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Usaid bin Hudhair, Bisyr bin

Sa'ad, dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah Radhiyallahu Ar_zhm. ‘

% Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, 4
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2. Bahwa Umar bin Khathtab Radhiyallahu Anhu membentuk lembaga
Syura dengan beranggotakan enam orang kemudian keenam orang
tersebut mengangkat salah seorang dari mereka menjadi imam (khalifah)
dengan persetujuan kelima orang anggota syura tersebut. Inilah pendapat

sebagian besar fuqaha' dan para teolog di Basrah.”

Sekelompok ulama berpendirian bahwa pemilihan hanya sah kalau
dilakukan oleh Ah! al-Ihktiar dari seluruh pelosok negeri, hingga persetujuan

itu dari seluruh rakyat.*®

Kelompok ulama (ulama kufah) berpendirian bahwa pemilihan itu
sah kalau dilakukan oleh tiga orang, apabila seorang diantara mereka

diangkat sebagai imam (khalifah) dengan persetujuan dua orang yang lain.

Kelompok ulama selanjutnya berpendirian bahwa pemilihan imam
sah dilakukan oleh seorang. Menurut kelompok ini, dahulu Ali bin Abu
Thalib diangkat hanya oleh seorang, Abbas, paman Ali. Abbas berkata
kepada Ali, "Ulurkan tanganmu! Aku hendak berbaiat kepadamu".
Menyaksikan apa yang diperbuat oleh Abbas itu, semua yang hadir serentak
berkata: Paman nabi telah berbaiat kepada saudara sepupunya (nabi), dan

semua mengikuti Jejak Abbas.

® Ibid,. 5
®H. Munawir Sjadzali, M.A, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,. 64
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Menurut Mawardi, mengapa pengangkatan imam (khalifah)
dilakukan dengan penunjukkan atau wasiat oleh imam (khalifah) yang
sebelumnya, dasarnya yang pertama adalah karena Umar bin Khathtab
menjadi khalifah melalui penunjukan oleh pendahulunya, Abu Bakar.
Demikian pula halnya Utsman. Enam anggota "dewan formatur" yang
memilihnya sebagai khalifaﬁ adalah ditunjuk oleh pendahulunya, Umar bin
Khathtab. Dalam hal pengangkatan imam (khalifah) melalui penunjukan atau
wasiat oleh imam (kepemimpinan) yang masih berkuasa, mawardi
menyatakan bahwa sebelum menunjuk calon penggantnya, seorang imam
(kepemimpinan) harus berusaha agar yang ditunjuknya itu betul-betul berhak
untuk mendapatkan kepercayaan dan kehormatan yang tinggi itu dan orang
yang betul-betul paling memenuhi syarat. Kalau yang ditunjuk sebagai diri, si
imam dapat memutuskan dan melaksanakan baiat sendirian. Tetapi kalau
yang ditunjuk atau putra mahkota itu anak atau ayah sendiri, maka terdapat
perbedaan pendapat, yaitu apakah imam boleh melaksanakan baiat seorang
diri atau tidak. Sekelompok ulama berpendat tidak dibenarkan imam
(kepemimpinan) seorang diri melaksanakan baiat anak atau ayah sendiri. Dia
harus bermusyawarah dengan "Ahl al-ikhtiar" dan mengikuti nasihat mereka.
Kelompk ulama kedua mengemukakan bahwa imam (khalifah) seorang diri
berhak melaksanakan baiat kepada anak atau ayahnya sendiri sebagai putra

mahkota. Bukankah dia waktu itu pemimpin umat. Sedangkan kelompok
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ualam ketiga berpendapat bahwa kalau yang ditunjuk sebagai putra mahkota

itu anaknya_*'

D. Fungsi Akl al-ikhtiar
Adapun fungsi dari Al al-ikhtiar ialah;

1. Menetapkan dan mengangkat /mamah (kepemimpinan) sebagai pemimpin

‘pemerintahan
2. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk menjaga kemaslahatan *?

Sesuai dengan firman Allah;
b8 st @ #2250 B g8 291 Lfs Oyt s i gl st i
gl Ty 5 85 2 g3dis iy D38 12 3y gyt )
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-

Qur'an) dan rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

3 1bid,. 65
32 [qbal, Figih Siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam , 142
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kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama

(bagimu) dan lebih baik akibatnya."” (Q.S. An-Nisa(4): 59)*

Untuk menghindari segala bahaya yang akan ditimbulkan dari
kekosongan kepemimpinan, maka Umar berpesan, segera membentuk ahl al-
ikhtiar yakni enam sahabat senior yang ditunjuk Umar, untuk mengangkat

pengganti Imamah (khalifah).

Sepeninggalnya nanti mereka berenam segera berunding dan dalam
waktu paling lama tiga hari sudah dapat memilih salah seorang di antara
mereka menjadi khalifah. Berbahagaialah kalau mereka mencapai

kesepakatan yang bulat tentang siapa yang harus menjadi khalifah.*

Pada era modern kala ini, berbagai macam problematika yang dihadapi
dalam pemilihan /mam (kepemimpinan), terbukti bahwa susunan segala sesuatu
yang ada dalam situasi dan kondisi khusus pada zaman-zaman permulaan Islam
tidak dapat kita temukan dewasa ini, dan rintangan-rintangan yang ada dalam
kondisi warga Negara di zaman tersebut juga tidak terdapat. Akibatnya, setelah
mempertimbangkan situasi dan kondisi serta kebutuhan zaman modem, kita
dapat menganut semua cara-cara yang mungkin dan diperkenankan sehingga kita
dapat menentukan dengan benar orang-orang yang paling besar mendapat

kepercayaan masyarakat. Sistem-sistem pemilihan modem adalah salah satu di

3 Departemen Agama Rl, Terjemah AlJumanatul ‘'Ali' Al-Qur'an, (Bandung: CV Penerbit
J-art, 2005), 87
3 H. Munawir Sjadzali, M.A, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,. 26
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antara berbagai cara yang halal, dengan catatan bahwa system ini tidak dicemari

oleh praktek-praktek kotor yang akan menjatuhkan nama baik demokrasi.*®

Ketakwaan, amar ma'ruf dan nahi munkar tetapkan dalam piagam
Madinah dipahami sebagai asas pemerintahan Negara madinah, dan asas
hubungan vertical dan hubungan horizontal masyarakatnya. Prinsip ini dipahami

dan dirumuskan dan ketetapan yang menyatakan;

“Dan sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus menentang
orang yang berbuat kejahatan dari kalangan mereka untuk menuntut orang
yang melakukan ketidakadilan, atau perbuatan dosa, atau permusuhan,
atau kerusakan diantara orang-orang mukmin. Mereka semua harus
menentang secara bersama walaupun terhadap anak salah seorang

mereka.(pasal 13)*

Dan sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus berpegang

kepada petunjuk yang baik dan paling lurus.(pasal 20)*’

Prinsip ketetapan ini menekankan pada hubungan baik dan harmonis
orang-orang mukmin dengan Allah dan dengan lingkungannya hubungan orang-
‘ orang mukmin dengan khaliq sebagai perwujudan takwanya tercermin pada

menjalankan segala perintah-Nya. Untuk tujuan ini orang-orang mukmin yang

3 A'la Maududi, Hukum dan Konstitusi, 263

% Piagam Madinah yang dikutip oleh J Suyuti Pulungan dalam buku Prinsip-Prinsip
Pemerintahan dalam Piagam Madinah, 260

¥ [bid, 260
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bertakwa dalam sikap dan perbuatannya harus "berpedoman kepada petunjuk
yang terbaik dan paling lurus" tentu saja yang dimaksud klausa ketetaapan pasal
20 ini adalah berpedomah kepada petunjuk Allah. Wahyu yang diterima Nabi
seluruhnya kemudian dikenal dengan Al-quran. Al-quran adalah suatu kitab
yang tidak ada keraguaan didalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang takwa,
penerangan bagi seluruh manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang

bertakwa.>®

Maslahah sering tertumpul pada pada faktor sosial dan budaya. Kita
sudah menggantikan konsep kekuasaan ala semar, yakni penguasa hanya tut
wuri hanyani. Namun, kita hanya masih menemukan penguasa yang otoriter
disatu pihak, dan masyarakat yang submissive dipihak lain. Juga ada anggota
masyarakat yang dengan kekayaannya dapat membeli demokrasi dan masyarakat
yang bersedia "menjual” suaranya mereka yang menjual suara tidak menjyadari
bahwa sekaligus juga terjual kemungkinan untuk mendapat masthahah.

Akibatnya, maslhahah hanya milik elit penguasa atau mereka yang kaya.*

Ini discbabkan karena konsep-konsep lain seperti kebahagiaan,
kebajikan dan kebajikan sosial seringkali bersifat ambigu, subyektif dan
kontroversial. Sebagai contoh, terdapat tradisi yang kuat dalam pemikiran politik

bahwa diantara anggota dari suatu organisasi menyakini adanya kebaikan umum

3 J Suyuti Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 1994), 261
¥ Kuntowijaya, Identitas Politik Umat Islam, 100
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BABIII
REKRUTMEN CALON PANWASLU KADA KOTA SURABAYA

PADA PEMILU KEPALA DAERAH 2010

A. Sekilas Tentang Kelembagaan Panwaslu Kada Kota Surabaya tahun 2010
1. Struktur Panwaslu Kada Kota Surabaya tahun 2010

Panwaslu kepala daerah (Kada) Kota Surabaya di bentuk untuk
mengawasi jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU. Para
anggotanya terdiri dari unsur pensiunan PNS, LSM dan Pengacara. Dengan
rincian 1(satu) anggota yang ditunjuk langsung oleh bawaslu berdasarkan
pada anggota panwas pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden
dan wakil presiden tahun 2009, sedangkan 2(dua) anggota yang lainnya
diseleksi oleh KPU dan Bawaslu.*?

Adapun kepanitiaan Panwaslu Kada Kota Surabaya tahun 2010 ini
terdiri dari seperangkat pengurus yang berjumlah 16 orang yang berasal dari
berbagai macam profesi. Masing-masing pengurus tersebut memiliki tugas-
tugas yang saling berkaitan satu sama lain. Tugas-tugas tersebut meliputi;
Kepengawasan, Administrasi dan Pelaporan.

Sedangkan kepanitiaan Panwaslu Kada Kota Surabaya tahun 2010 itu

sendiri beranggotakan antara lain: Ketua, Divisi umum, divisi pengawasan

2 Soeparno, Wawancara, Surabaya, 17 Mei 2010

35
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dan hubungan masyarakat, penanganan dan tindak lanjut pelanggaran,
penegak hukum sekretariat, tenaga professional yang didalamnya juga
terdapat staf keuangan, bidang umum, bidang pengawasan dan hubungan
masyarakat, bidang penangan dan tindak lanjut pelanggaran, pegawai,
terakhir panwaslu kecamatan. Pegawai non akademik ada 4 orang, terdiri dari
3 orang OB dan seorang supir.

Untuk lebih jelasnya, akan djabarkan lagi melalui skema susunan

organisasi panwaslu Kada Kota Surabaya adalah sebagai berikut:**

43 Aliva Martha (staf kesekretariat), Wawancara, Surabaya, 22 Juli 2010
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Keterangan:
POKJA terbentuk pada masa penyelenggaraan Pemilu. POKJA tersebut
juga harus dibagi menjadi, sesuai dengan devisi masing-masing. Dalam

menjalankan tugas POKJA masing-masing harus menggunakan SK. POKJA

tersebut antara lain:
1. POKIJA pengawasan : Bertugas dalam pengawasan kampanye
2. POKIJA pungra dan tungra : Bertugas dalam Pungutan suara dan
perhitungan suara
3. POKIJA penyelesaian akhir . Bertugas dalam penyelesaian akhir (SPJ)

Berdasarkan tugas pengawasan pemilu kada kota Surabaya, panwaslu
dibagi menjadi 3 wilayah, yakni; pertama, Panwaslu kada Kab/Kota yang
bertugas ditingkat Kab/Kota. Kedua, Panwascam (panitia pengawas
kecamatan) yang bertugas ditingkat kecamatan. Yang terakhir,

PPL(Pengawas Pemilu Lapangan) yang bertugas ditingkat kelurahan.

. Tugas dan wewenag panwaslu Kada kota Surabaya

Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, bahkan kota
Surabaya ini sebagai kota Metropolitan. Yang setiap tahunnya mengalami
kenaikkan jumlah penduduk, baik yang disebabkan oleh kelahiran maupun

pendatang. Kepadatan penduduk kota Surabaya mencapai tiga juta jiwa lebih,



39

sedangkan penduduk yang berhak untuk memilih mencapai 2.142.899 jiwa®
meliputi berbagai macam karakter seseorang. Nah, dengan bercampurnya
berbagai macam karakter tersebut tidak Menutup kemungkinan bahwa dalam
penyelenggaraan pemilu Kada Kota Surabaya tahun 2010 ini rentan
terjadinya kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran.

Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan dan
pelanggaran-pelanggaran yang bisa menghambat jalannya pemilu. Maka
diperlukan kejelihan dalam pengawasan pemilu dan kerjasama disetiap
elemen masyarakat serta sportifitas diantara pasangan calon wali kota dan
wakil wali kota.

Menurut Wahyu Hariyadi bahwa Panwaslu kada ini dalam
menjalankan kinerjanya mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan UU
no. 22 tahun 2007 yakni;

(1) Tugas dan wewenang Panwaslu Kada adalah:
a. Mengawasi tahapan penyelanggaraan Pemilu Kada yang meliputi:

1) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan

penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara

pencalonan pencalonan kepala dearah dan wakil Kepala Daerah

Kabupaten/Kota;

“ Doc. Panwaslu Kada kota Surabaya, DPT , dengan nomor: 99/KPU-Kota-
014.329945/X1/2010, 22 Juli 2010
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3) Proses penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil Kepala
Daerah Kabupaten/Kota;

4) Penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah Kabupaten/Kota;

5) Pelaksanaan kampanye;

6) Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya;

7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil
pemily;

8) Mengendalikan pengawasan seluruh proses perhitungan suara;

9) Pergerakan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

10)Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/
Kota dari seluruh kecamatan;

11)Pelaksanaan penghitungan dan pungutan suara ulang, pemilu
lanjutan, dan pemilu susulan; dan

12) Proses penetapan hasil pemilu Pemilu Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah Kabupaten/ Kota;

Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan

peraturan perundang undangan mengenai pemilu;

Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu

yang tidak mengandung unsure tindak pidana;

Menyelesaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/ Kota

untuk ditindak lajuti;
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e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya
kepada instansi yang berwenang;

f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya
dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat
Kabupaten/ Kota;

g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang
pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/ Kota, sekretaris
dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;

h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan

i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh
Undang-Undang.*

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu

Kabupaten/ Kota berwenang;

a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan
sementara dan/ atau mengenakan sanksi administratif atas

pelanggaran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf g;

% Undang-undang Pemyelenggaraan Pemilu (UU RI No. 22 Th. 2007), (Jakarta: Sinar
Grafik, Cet. I, 2007), 65
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b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan
laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana

Pemilu.*’

Kewajiban Panwaslu Kabupaten/ Kota antara lain:

. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,
. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
panwaslu pada tingkatan di bawahnya;

. menerima menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan
pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan
mengenai pemily;

. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada panwaslu provinsi
sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan
kebutuhan;

menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Provinsi berkaitan
dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan
tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota; dan

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan.*®

7 Ibid., 61
® Ibid., 67
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Ruang lingkup pengawasan Panwaslu Kada antara lain:

a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilu di wilayah
Kabupaten/Kota

b. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan
dan pemilu susulan di wilayah Kabupaten/Kota

c. Pencatatan, pelaporan dan audit dana kampanye

d. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tentang pengenaan sanksi kepada
anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris, dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sudah berlangsung

e. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di  wilayah
Kabupaten/Kota, dan

f Kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Kada

sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a di wilayah Kabupaten/Kota.*’

B. PELAKSANAAN REKRUTMEN CALON PANWASLU KADA KOTA
SURABAYA TAHUN 2010
1. Sekilas Tentang Calon Anggota Panwaslu Kada Kota Surabaya tahun 2010

1.1 Panwaslu Kota Surabaya

4 Wahyu Haryadi, Wawancara, Surabaya, 25 Juni 2010
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Pelaksanaan rekrutmen anggota Panwaslu kada kota Surabaya, tidak

kalah serunya dengan pemilihan kepala daerah Jatim tahun 2008. Sebab

rekrutmennya diselenggarakan dalam dua kali periode. Yakni;

a) periode pertama

b)

Pada periode ini, prosesnya rekrutmen yang berhasil melantik
seorang anggota Panwaslu, yaitu Soeparno, SH. Pada periode ini
rekrutmen dilaksanakan tanpa melalui pendaftaran di KPU Kota
Surabaya.®® Sebab pengangkatan beliau berdasarkan pada anggota
Panwas Pemilihan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan
Wakil Presiden tahun 2009, yang masih memenuhi syarat-syarat
(layak) untuk ditetapkan sebagai anggota Panwaslu.”!

Periode Kedua

Periode ini, proses rekrutmen berlangsung cukup lama. Setelah
diumumkan pendaftaran Panwaslu Kada Kota Surabaya 2010,
menyita banyak perhatian penduduk Surabaya untuk mendaftarkan
dirinya ke kantor KPU Surabaya sebagai calon anggota Panwaslu
kada. Al-hasil, tertampung 22 orang yang mendaftar ke KPU

Surabaya untuk di pilih menjadi 6 orang.*?

30 Wahyu Haryadi, Wawancara, Surabaya, 25 Juni 2010
5t Soeparno, Wawancara, Surabaya, 17 Mei 2010
52 FRaisol Taselan, Rekrutmen Panwaslu Kada, dalam http://www.mediaindonesia.com, (26

April 2010)
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Adapun 6 nama calon anggota Panwaslu kada yang terpilih
tersebut:
1. Sufyanto
2. Andreas Pardede
3. Wahyu Hariyadi
4, Hendaru Subekti
5. Moehammad Thamrin
6. Munansyah Setiabudi®®
Dari keenam nama calon tersebut akan direkomendasikan ke

Bawaslu untuk di seleksi lagi.

1.2 Panwascam (Pengawas Pemilu Kecamatan) di Kota Surabaya
Proses rekrutmen panwascam ini lumayan sulit sebab beratnya
persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Selain itu juga
kurangnya peranan pejabat kecamatan kebawah sehingga sosialisasi
rekrutmen panwascam yang disampaikan kurang maksimal. Beberapa
kecamatan peserta yang daftar kurang dari 6 orang. Bahkan ada yang

kurang dani 3 orang,

3 Purnomo  Siswanto, Calon Panwaslu Kada Lulus Test tulis, dalam

http.//www jatimvivanews.com, (26 April 2010)
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1.3 PL (Pengawas Pemilu Lapangan) Tingkat Kelurahan di Kota Surabaya
Proses seleksi PPL itu sederhana sekali, hanya mengambil 3 orang

dari tiap kelurahan yang telah diseleksi Panwascam.

2. Mekanisme Rekrutmen Calon Panwaslu Kada Kota Surabaya 2010
2.1 Rekrutmen Calon Panwas Kota Surabaya
Dalam melaksanakan rekrutmen Panwaslu Kada Kota Surabaya tahun
2010 ini ditempuh dengan proses yang panjang dan cukup rumit. Seperti
yang di sampaikan diatas tadi, rekrutmen calon panwaslu kada kota
Surabaya dilaksanakan dalam 2 kali periode. Yakni:
a. Periode Pertama
Rekrutmen yang diselenggarakan sendiri oleh Bawaslu.
Prosesnya lumayan capat, sebab tanpa melalui pendaftaran di KPU
Kota Surabaya. Para calonnya berasal dari anggota Panwaslu Kada
Kota Surabaya Pada Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD serta
Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009.
Para calon yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh
Bawaslu hanya seorang yang lulus seleksi ini, sebab 2 orang calon
yang lainnya dianggap tidak layak oleh Bawaslu. Setelah itu calon

yang lulus seleksi tersebut diperpanjang masa jabatannya dan dilantik
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pada 11 Desember 2009 dengan Nomor SK: 264-Kep Tahun 2009.>*

Maka pada periode ini terpilihlah seorang anggota Panwas atas nama

Soeparno, SH yang berusia 45 tahun dan berprofesi sebagai

pengacara,>®

b. Periode Kedua

Pada periode ini rekrutmen calon Panwaslu Kada Kota Surabaya

diselenggarakan oleh KPU Kota Surabaya dengan Bawaslu. Waktu

yang dibutuhkan untuk seleksi panwaslu Kada Kota Surabaya periode

ini kurang lebih empat bulan. Dengan persyaratan pencalonan sebagai

berikut:

1. Membuat Surat Lamaran Pendaftaran

2. Membuat Daftar Riwayat Hidup

3. Foto Copy KTP (serendah-rendahnya usia 35 tahun)

4. Foto Copy Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Instansi yang
berwenang (serendah-rendahnya S-1)

5. PasPhoto berwarna 4x6 (2 lembar)

6. Surat pernyataan tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik

7. Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu (bermaterai)

8. Surat Keterangan sehat Jasmani dan Rohani dari Doktrin

Pemerintah

%4 Soepamo, Wawancara, Surabaya, 17 Mei 2010
55 Aliva Martha (staf kesekretariat), Wawancara, Surabaya, 22 Juli 2010
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9. Surat keterangan tidak pernah di pidana penjara berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih

10. Surat pernyataan tidak sedang menduduki Jabatan Struktural dan
Jabatan Fungsional dalam Jabatan Negeri

11. Surat Pernyataan tidak menduduki jabatan di Pemerintahan dan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) selama masa kegiatan. >

Proses yang harus di jalani oleh para calon Anggota Panwaslu
Kada Kota Surabaya tahun 2010 ada tiga tahapan: yakni perfama,
pendaftaran, kedua, test administrasi, test tulis dan uji kelayakan serta
kepatutan, ketiga, Pelantikan. >’

Keterangannya, KPU melaksanakan test administatif dan test
tulis untuk menyeleksi dari 22 calon yang terdaftar di KPU untuk
menjadi 6 orang. Dari 6 orang tersebut akan direckomendasikan ke
Bawaslu untuk uji kelayakan dan kepatutan guna memilih menjadi 2

orang sebagai Panwaslu Kada Kota.

% Doc. Panwaslu Kota Surabaya, Persyaratan Pencalonan Panwaslu Kada Kota
Surabaya, 17 Mei 2010
57 Doc. Panwaslu Kota Surabaya, Jadwal Rekrutmen Panwaslu Kada Kota, 25 Juni 2010
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2.2 Rekrutmen Calon Panwascam (Pengawas Pemilu Kecamatan) di Kota
Surabaya
Mekanisme rekrutmen panwascam ini sama halnya pada
rekrutmen panwaslu Kota Surabaya. Waktu penyelenggaraannya
dilaksanakan bersamaan dengan rekrutmen Panwaslu Kada kota.”®
Calon panwascam harus mendaftarkan di kantor KPU, dengan
persyaratan pencalonan sebagai berikut:
1. Membuat Surat Lamaran Pendaftaran
2. Membuat Daftar Riwayat Hidup
3. Foto Copy KTP (serendah-rendahnya usia 35 tahun)
4, Foto Copy ljazah terakhir yang dilegalisir oleh Instansi yang
berwenang (serendah-rendahnya S-1)
5. Pas Photo berwarna 4x6 (2 lembar)
6. Surat pernyataan tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik
7. Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu (bermaterai)
8. Surat Keterangan sehat Jasmani dan Rohani dari Doktrin Pemerintah
9. Surat keterangan tidak pernah di pidana penjara berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5

(lima) tahun atau lebih

38 Doc. KPU kota Surabaya, Peraturan KPU no.14 tahun 2008, 27 September 2010
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10.Surat pernyataan tidak sedang menduduki Jabatan Struktural dan
Jabatan Fungsional dalam Jabatan Negeri
11.Surat Pernyataan tidak menduduki jabatan di Pemerintahan dan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
selama masa kegiatan. >
Dari semua calon yang lulus Test yang diselenggarakan oleh KPU
kota Surabaya, nama calon yang lulus tersebut diserahkan ke Panwaslu
Kota untuk diseleksi dari 6 orang menjadi 3 orang di setiap Kecamatan

masing-masing.

2.3 PPL(Pengawas Pemilu Lapangan) ditingkat kelurahan Kota Surabaya

Rekrutmen calon Pengawas Pemilu Lapangan ini tidak terlalu

berat persyaratannya, sehingga proses rekrutmennya berjalan lancar.

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

1. Membuat surat lamaran pendaftaran

2. Membuat daftar riwayat hidup

3. Foto copy KTP

4. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Instansi yang

berwenang (serendah-rendahnya SLTA)
5. Pas photo berwarna 4x6 (2 Lembar)

6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintahan®

% Doc. KPU, peraturan KPU no. 14 tahun 2008, 27 September 2010
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Rekrutmen ini diselenggarakan oleh Panwascam kota Surabaya.

3. Ketentuan Pelaksanaan Batas waktu Rekrutmen Calon Panwaslu Kada Kota

Surabaya

Dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah kota Surabaya,

yakni pada akhir bulan Agustus 2010. Maka Lembaga Pengawasan harus

segera dibentuk demi kelancaran dan kesuksesan pemilu kada kota Surabaya

yang akan diselanggarakan mulai tahapan pertama pada bulan Februari 2010.

Adapun jadwal penyelenggaraan pemilu sebagai berikut:

Tabel 3

Jadwal penyelenggaraan Pemilu, 0.4’

No. | Tanggal Keterangan

1. | 9 Februari 2010 | Koreksi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

2. 11 Februari 2010 | Perbaikan DPS

3. 18 Februari 2010 | Verifikasi Dukungan Pencalonan Calon Perseorangan

4. 11 Maret 2010 Tahapan Pencalonan

5. 11 Maret 2010 Pengumuman Pencalonan Walikota Dan Wakil

6. 11 Maret 2010 Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah

7. 11 Maret 2010 Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan

8. 14 Maret 2010 Penelitian Administrasi Pengajuan Syarat Pasangan

Calon

9. 19 Maret 2010

Perbaikan Kelengkapan / Syarat Pasangan Calon

10. | 19 Maret 2010

Verifikasi Tambahan Dukungan Calon Perseorangan

11. | 28 Maret 2010

Penelitian Ulang Kelengkapan Syarat Pasangan Calon

12. | 31 Maret 2010

Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi
Persyaratan

13. |3 April 2010

Penentuan Nomor urut dan Pengumuman Pasangan

14. | 3 April 2010

Pemberitahuan Berakhimya Masa Jabatan Walikota
Surabaya

% Doc. KPU kota Surabaya, peraturan KPU no. 14 tahun 2008, 27 September 2010

'FB  Panwaslu Kota

Surabaya, Jadwal Pemilt Kada Surabaya, dalam

http://www.depkominfo.go.id, (15 Mei 2010)
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15. | 18 April 2010 Penyampaian DPS, Perbaikan Daftar Pemilih Dan DPT
16. [ 1 Mei 2010 Penyampaian Kartu Pemilih

17. | 16 Mei 2010 Masa Kampanye Dan Masa Tenang

18. | 23 Mei 2010 Penyampaian Daftar Pemilih Tetap

19. | 2 Juni 2010 Pemungutan Suara Pemilukada

Sesuai  dengan pasal 71 UU no. 22 tahun 2007 tentang

penyelenggaraan pemilu telah menjelaskan bahwa panwaslu provinsi,

panwaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, pengawas pemilu lapangan,

dan pengawas pemilu luar negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan

sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir

paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu

selesai

Ada 3 (tiga) tahapan yang dalam rekrutmen calon panwaslu kada kota

Surabaya, tahapan tersebut antara lain:

3.1 Pendaftaran Calon Panwaslu Kada Kota Surabaya

Untuk pendaftarannya, diumumkan melalui satu media massa

cetak harian lokal selama 1 hari dan satu radio selama 2 hari. Sedangkan

batas waktu pendaftaran adalah 5 hari kerja terhitung sejak pengumuman

terakhir.”> Namun dalam pelaksanaan pendaftaran ditempu selama 10

hari mulai tanggal 8-17 Desember 2009 karena persayaratan terlalu berat

sehingga kurangnya minat masyarakat untuk mencalonkan, selama

€2 UU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, (Jakarta : Sinar Grafika Offset,

Cet. 1, 20072

, 59.

% Doc. KPU kota Surabaya, Peraturan KPU no. 14 tahun 2008, 27 September 2010
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proses rekrutmen calon panwaslu tersebut sosialisasi rekrutmen di tingkat
kecamatan ke bawah kurang optimal. Menurut Nur Vita Amin bahwa -
untuk mencari kriteria yang sesuai dengan ketentuan seperti diatas tadi
itu sangat sulit, sebab belum tentu ditiap wilayah itu berpendidikan
tinggi. Selain itu PNS dan BUMN/BUMD dilarang untuk mencalonkan
sebagai Panwas, padahal kebanyakan orang yang berpendidikan tinggi

adalah seorang pejabat.®*

3.2 Perekrutan Calon Panwaslu Kada Kota Surabaya

Pada tahap ini KPU berkerja sama dengan Bawaslu. Pertama
KPU mengadakan test administrasi selama 4 hari kemudian diumumkan
selama 1 hari kerja di Kantor KPU. Calon yang telah lulus tersebut harus
mengikuti test tulis dalam waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung
sejak pengumuman hasil test administrasi. Pada tanggal 23 Desember
2009 test tulis dilaksanakan. Kemudian peserta yang lulus test tulis
diumumkan di satu media massa cetak harian lokal selama 1 hari paling
lambat 5 hari kerja.

Proses selanjutnya, calon yang telah lulus test tulis tersebut
melakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu. Proses ini butuh

waktu yang lama yakni sekitar 3 bulan, dari tanggal 23 Desember 2009 —

2010

 Nur Vita Amin Kabag Hukum dan Humas KPU, Wawancara, dengan 27 September
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5 Maret 2010. Hal itu disebabkan belum adanya regulasi yang telah pasti
dalam rekrutmen calon panwaslu kada kota Surabaya. Sehingga antara
KPU dan Bawaslu tidak sama dalam merekrut calon panwaslu kada kota
Surabaya, masing-masing telah memiliki calon panwaslu kada kota
Surabaya.
3.3 Pelantikan Calon Panwaslu kada Kota Surabaya

Terakhir adalah tahap pelantikan, karena tahap pendaftaran dan
rekrutmen tadi sudah terlambat sehingga pelantikan panwaslu kada kota
Surabaya pun, setelah tahapan pertama pemilu itu berlangsung. Adapun
pelantikan panwaslu kota Surabaya dilaksanakan pada tanggal 21 Maret
2010, sedangkan panwascam pada tanggal 9 april 2010 dan PPL dilantik

pada tanggal 8 Mei 2010.

4. Dampak keterlambatan rekrutmen panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010
Karena keterlambatan dalam rekrutmen panwaslu kada kota
Surabaya tahun 2010 sehingga proses pemilu kada kota Surabaya tahun 2010
mengalami kendalanya, yakni; Jadwal penyelenggaraan pemilu kada kota
Surabaya tahun 2010 mengalami kemunduran. Dimana semestinya tanggal 15
Mei 2010 harus sudah divalidasi daftar pemilih tetap, selanjutnya akan

disingkat dengan DPT. Namun, DPT tersebut masih harus dicross-check
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lagi.®* Jumlah pemilih dalam DPT yang semula diumumkan KPU Surabaya
pada 18 April 2010 ada 2.144.105 orang, yang terdiri atas 1.053.862 laki-laki
dan 1.090.243 perempuan. Terdapat selisih 93.360 orang dari daftar
penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang mencatat 2.237.465 pemilih.
Lalu, pada DPT revisi ada 2.142.899 pemilih, berkurang 1.206 pemilih.
Pemilih paling banyak berada di Kecamatan Tambaksari, yaitu 171.251
orang. Di lokasi tersebut terdapat 386 TPS. Kecamatan dengan pemilih
terbanyak kedua adalah Sawahan. Di sana terdapat 162.235 pemilih dengan
377 TPS. Meski telah divalidasi namun, berdasar data dispenduk capil, ada
sekitar 1.500 anak di bawah umur yang masuk dalam DP4 dan PPS
memvalidasi sampai 882 orang di antaranya.*® Sehingga masih ada 618 anak
dibawah umur yang masuk. Perbedaan DPT ini riskan sekali terjadinya
konflik pasca pemilu. Hal ini menyebabkan kinerja KPU kurang efisien

karena harus kerja dua kali.

C. Penyelesaian Terhadap Dampak Keterlambatan Dalam Rekrutmen
Panwaslu Kada Kota Surabaya

Panwaslu merupakan panitia pengawas dan pengontrol jalannya

pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU. Pemilu merupakan pesta

demokrasi untuk rakyat, berbagai macam karakter seseorang bercampur jadi

% Boy Slamet, Liputan Metropolis Jawa Pos, Surabaya, 12 Mei 2010
5 Ali Sahab, http./gagasanhulum.wordpress.com/2010/05/24/da, ar-pemilih-tetap-
sumber-konflik, Sabtu, 12 Februari 2011
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satu untuk merayakan pesta tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bahwa
penyelenggaraan pemilu Kada Kota Surabaya tahun 2010 ini rentan terjadinya
kecurangan dan pelanggaran. Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan
serta pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Maka merujuk
pada UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Didalam Undang-undang ini tertulis jelas seluruh aturan main dalam
penyelenggaraan pemilu.

Namun realitanya dalam rekrutmen panwaslu kota Surabaya ini
terlambat, menurut Ramdam Syah bahwa rekrutmen Panwas itu sering
mengalami keterlambatan.®’ Sehingga tahapan pemilu telah berlansung
sedangkan Panwaslunya masih belum terbentuk.

Sedangkan menurut Titik Tri Wulan Tutik menjelaskan bahwa pada
dasarnya rekrutmen Panwaslu merujuk pada pasal 71 UU no. 22 tahun 2007.
tetapi jika dalam penyelenggaraan pemilu Kada, panwaslu belum terbentuk
oleh Bawaslu, maka DPRD berwenang membentuk. Artinya dalam hal-hal
tertentu(kasuistik) DPRD memiliki wewenang untuk membentuk Panwaslu-
dan dilakukan sebelum penyelenggaraan Pilkada, memang dalam pasal 236 A
tersebut tidak disebutkan limitative waktu (batas waktu) kapan paling lambat

harus terbentuk.®®

7 Ramdam Syah, Sisi Gelap Pemilu Tahun 2009 Potret Aksesori Demokrasi Indonesia,
(Jakarta: Penerbit Rumah Demokrasi, Cet. 1, 2010), 72
8 Titik Tri Wulantutik, Wawancara, Sidoarjo, 24 Agustus 2010



57

Untuk menyelesaikan Masalah tersebut, maka dikeluarkanlah alternatif-
alternatif yang dapat dijadikan sebagai solusi. Alternatif tersebut sebagai
berikut:

a. Diterbitkannya SEB (Surat Edaran Bersama)

SEB adalah singkatan dari kata Surat Edaran Bersama. Surat yang
dikeluarkan oleh KPU bersama Bawaslu dengan nomor:
1669/KPU/X11/2009 dan nomor: 001/SEB/Bawaslu/2009. Hasil dari duduk
bersama KPU, Bawaslu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), DPR komisi 2,
dengan MK untuk menyelesaikan sengketa rekrutmen panwaslu kada.
Adapun point dalam SEB adalah sebagai berikut:

1)  Bagi daerah yang kepala daerah dan wakil kepala daerahnya berakhir
masa jabatannya pada bulan Aguatus 2010 dan KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota belum melakukan rekrutmen calon anggota
Panwaslu kada, Bawaslu melantik panwas pemilu anggota DPR, DPD,
dan DPRD dan Pemilu Presiden dan wakil Presiden 2009 sebagai
anggota Panwaslu Kada 2010.

2) Dalam hal KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang pada saat berlakunya
surat Edaran Bersama ini telah melakukan rekrutmen calon anggota
Panwaslu Kada dan telah mengumumkan hasilnya. Bawaslu
melakukan uji kelayakan dan kepatutan dan melantik calon Panwaslu

terpilih sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007.
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4)

5)
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Dalam hal terdapat KPU Kabupaten/Kota yang telah mengirimkan
nama-nama calon anggota Panwaslu Kada hasil rekrutmen kepada
Bawaslu tetapi jumlahnya kurang dari 6 (enam) nama, maka untuk
melengkapinya KPU Kabupaten/Kota mengusulkan nama-nama calon
anggota Panwaslu yang berasal dari Panwas Pemilu Anggota DPR,
DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009.

Dalam hal Bawaslu menilai bahwa nama-nama calon anggota
Panwaslu yang diajukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tidak
memenuhi syarat sebagai anggota Panwaslu tersebut kepada KPU
Kabupaten/Kota dan meminta KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk
melengkapi dengan mengirimkan nama-nama anggota Panwas Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden 2009 sebagai calon anggota Panwaslu Kada tahun 2009.

Surat Edaran Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.®

Dengan SEB tersebut, khususnya untuk Kota Surabaya telah berhasil

merekrut seorang anggota Panwas pada tanggal 11 Desember 2009.

Sehingga penyelenggaraan pemilu sebelum berlangsung sudah terbentuk

seorang panwas yang bernama Soeparno, SH.

KPU, Surat Edaran Bersama,dalam http://docs.google.com/viewer? A:www kpu.go.id/,

(26 April 2010)
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Meski diakui oleh Beliau dalam mengemban tanggung jawab sebagai
Panwas, pada waktu itu hanya seorang diri, untuk wilayah se-Surabaya
dirasa terlalu berat. Sehingga pengawasannya kurang maksimal. Seperti
pada masalah DP4 yang masih banyak anak dibawah umur. Sehingga DPT
harus betul-betul dicross-check secara mendalam.

Dalam point-point SEB masih menimbulkan ketidakpuasan akhirnya
MK turun kebijakan bahwa keputusan rekrutmen Panwaslu adalah

kewenangan Bawaslu.”

. Keputusan MK

Selama ini belum ada ketetapan regulasi, sebab SEB pun masih belum
dapat dijadikan sebagai regulasi yang pasti. Sehingga terjadi problem dalam
rekrutmen calon panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010 yang
mengakibatkan keterlambatan. Dengan begitu maka MK mengambil
tindakan untuk menarik benang merah dari problem tersebut.

Ketentuan mengenai pembentukan Panwas yang harus melibatkan
KPU bertentangan dengan pasal 22E ayat (1) dan (5), serta pasal 28D ayat
(1) UUD 1945. Selain itu, menurut Mahfud MD bahwa pembentukan
Panwas ke depan hanya dilakukan oleh satu lembaga yaitu Bawaslu.

Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan hanya kata “calon”

serta frasa, “diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslu sebanyak enam

7 Soeparno, Wawancara, Surabaya, 17 Mei 2010
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orang untuk selanjutnya”. Dengan begitu, Pasal 93 menjadi berbunyi
“dAnggota Panwaslu Provinsi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu
sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Provinsi terpilih setelah

melalui uji kelayakan dan kepatutan”.”’

Dari permasalahan rekrutmen panwaslu kada kota Surabaya tahun
2010, yang mengakibatkan kinerja KPU kurang efisien. Mengenai kasus
DPT yang kurang validasi, sehingga baik lembaga KPU dan panwaslu kada
kota Surabaya harus bersama-sama melakukan cross-check ke lapangan.”
Untuk mendapatkan hasil yang lebih valid. Hal itu untuk mengantisipasi

terjadinya kericuhan pasca pemilu.

") Mahkamah Konstitusi, MK Hapuskan Peran KPU dalam Pembentukan Panwaslu, dalam

http://www hukumonline.com/, (26 April 2010)
2 Bagus, Liputan Metropolis Jawa Pos, Surabaya, Kamis, 13 Mei 2010



' BAB IV
Analisis Figih Siyasah Terhadap Dampak Keterlambatan Rekrutmen Calon
Panwaslu Kada Kota Surabaya Tahun 2010 Sesuai Dengan

Pasal 71 UU no. 22 Tahun 2007

A. Analisis Terhadap Dampak Keterlambatan Rekrutmen Calon Panwaslu

Kada Kota Surabaya Tahun 2010 sesuai pasal 71 UU no. 22 tahun 2007

Menjelang berakhirnya masa jabatan kepala daerah Kabupaten/Kota
periode 2005-2010 di seluruh Indonesia, khususnya Surabaya yang jatuh pada
akhir bulan Agustus tahun 2010. Maka Lembaga Komisi Penyelenggaraan
Pemilu (KPU) beserta Bawaslu segera mempersiapkan perangkatnya, seluruh

kebutuhan dan perlengkapannya.

Perlengkapan itu adalah Panwaslu. yang merupakan panitia
pengawas dan pengontrol jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan
oleh KPU. Pemilu merupakan pesta demokrasi untuk rakyat, berbagai macam
karakter seseorang bercampur jadi satu untuk merayakan pesta tersebut, maka
tidak menutup kemungkinan bahwa penyelenggaraan pemilu Kada Kota
Surabaya tahun 2010 ini rentan terjadinya kecurangan dan pelanggaran. Maka

penting untuk segera membentuk panwaslu kada.

61
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Mengumumkan daftar nama calon anggota Panwas Kota yang lulus
Seleksi Tertulis, sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media massa cetak harian
lokal selama 1 (satu) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari
masyarakat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, menyampaikan
hasil tes tertulis kepada KPU Kota Surabaya untuk ditetapkan sebanyak 6
(enam) nama calon Panwas Kota, memfasilitasi pelaksanaan uji kepatutan dan

kelayakan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu).”

Akan tetapi yang terjadi dalam rekrutmen calon panwaslu kada telah
berjalan lambat, sebab masih belum ada regulasi yang pasti. Diantara lembaga
KPU dan Bawaslu sama-sama memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon
panwaslu kada. Sedangkan tahapan pertama pemilu telah berlangsung.

Sehingga panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010 baru terbentuk
selama tahapan pertama pemilu berlangsung. Yakni tanggal 9 Februari 2010
sudah berlangsung koreksi daftar pemilih sementara (DPS) sedangkan
panwaslu kada Kota baru terbentuk pada tanggal 19 Maret 2010.

Sesuai dengan pasal 71 UU no. 22 tahun 2007 bahwa panwaslu
Provinsi, Panwaslu Kab/Kota, pengawas kecamatan, pengawas pemilu
lapangan dan pengawas pemilu luar negeri dibentuk paling lambat 1 (satu)

bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir

 Doc. KPU kota Surabaya, Peraturan KPU no. 14 tahun 2008, 27 September 2010
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paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu
selesai.

Realita rekrutmen calon panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010
tidak sesuai dengan pasal 71 UU no. 22 tahun 2007. Menurut Titik Tri
Waulantutik bahwa agar tahapan pilkada berjalan lancar maka mekanisme
rekrutmen panwaslu harus sesuai dengan UU no. 22 tahun 2007 yang

limitative waktunya jelas.”

Dengan demikian KPU beserta Bawaslu telah bersepakat untuk
mengeluarkan surat edaran bersama dengan nomor: 1669/KPU/XI1/2009 dan
nomor: 001/SEB/Bawaslu/2009.”> Yang berisi tentang pengangkatan kembali
panwaslu Pileg dan Pilpres/ Wapilpres sebagai panwaslu kada.

Khususnya untuk Kota Surabaya telah berhasil merekrut seorang
anggota Panwas pada tanggal 11 Desember 2009. Sehingga penyelenggaraan
pemilu sebelum berlangsung sudah terbentuk seorang panwas yang bernama
Soeparno, SH.

Dalam point-point SEB masih menimbulkan ketidakpuasan akhirnya
MK turun kebijakan bahwa keputusan rekrutmen Panwaslu adalah
kewenangan Bawaslu.’® Ketentuan mengenai pembentukan Panwas yang

harus melibatkan KPU bertentangan dengan pasal 22E ayat (1) dan (5), serta

7 Titik Tri Wulantutik, Wawancara, 24 Agustus 2010

5 KPU, Surat Edaran Bersama,dalam http://docs.google.com/viewer?A:www.kpu.go.id/, (26
April 2010)

7 Soeparno, Wawancara, 17 Mei 2010



64

pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, menurut Mahfud MD bahwa
pembentukan Panwas ke depan hanya dilakukan oleh satu lembaga yaitu

Bawaslu.”’

Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan hanya kata
“calon’ serta frasa, “diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslu sebanyak
enam orang untuk selanjutnya”. Dengan begitu, Pasal 93 menjadi berbunyi
“Anggota Panwaslu Provinsi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak
3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji

kelayakan dan kepatutan”. ™

Dengan begitu ada kepastian regulasi dalam rekrutmen panwaslu
Kada kota Surabaya, sehingga nanti tidak akan terjadi lagi keterlambatan

dalam rekrutmen Panwaslu.

Namun dampak dari keterlambatan rekrutmen calon panwaslu
tersebut mengakibatkan Jadwal penyelenggaraan pemilu kada kota Surabaya
mengalami kemunduran. Dimana semestinya tanggal 15 Mei 2010 harus sudah
divalidasi DPTnya. Namun, DPT tersebut masih harus dicross-check lagi ke

lapangan.” Sehingga kinerja KPU kurang efisien (waktunya terlalu mendesak

7" Mahkamah Konstitusi, MK Hapuskan Peran KPU dalam Pembentukan Panwaslu, dalam

http://www . hukumonline.com/, (26 April 2010)

8 Mahkamah Konstitusi, MK Hapuskan Peran KPU dalam Pembentukan Panwaslu, dalam

http://www.hukumonline.com/berita, (26 April 2010)

™ Boy Slamet, Liputan Metropolis Jawa Pos, Surabaya, 12 Mei 2010
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dengan pungutan suara, pemborosan tenaga dan biaya, hasil yang dicapai

kurang maksimal).

Oleh sebab itu, dalam hal validasi DPT yang masih kurang tersebut,
dibutuhkan kerjasama yang baik antara lembaga KPU dan panwaslu kada kota
Surabaya untuk bersama-sama melakukan cross-check secara mendalam ke
lapangan langsung.®® Untuk mendapatkan hasil yang lebih valid. Guna

mengantisipasi terjadinya kericuhan pasca pemilu.

. Analisis Figih Siyasah Terhadap Dampak Keterlambatan Rekrutmen

Calon Panwaslu Kada Kota Surabaya Tahun 2010

Dalam pengangkatan Ah!/ al-Ikhtiar pada masa khalifah Umar bin
Khatbtab itu memiliki fungsi yang serupa dengan fungsi panwaslu yakni,
sebagai spirit untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Yang mana pada
waktu itu telah terjadi gejolak antara kaum anshar dengan kaum mubhajirin
dalam mencari pengganti imam (khalifah), sehingga untuk mengantisipasi
terjadi kekacauan dalam pemilihan pengganti /mam (khalifah). Beliau

menunjuk enam orang yang disebut Ah! al-Ikhtiar.

Menurut sejarah, setelah nabi meninggal. Nabi tidak memberikan
tanda-tanda atau penunjuk sama sekali mengenai pengganti beliau. Pada

waktu itu kaum anshar melakukan perembukan secara tertutup untuk mencari

* Bagus, Liputan Metropolis Jawa Pos, Surabaya, Kamis, 13 Mei 2010
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pengganti nabi. Dari situ Umar mencium gelagat yang tidak baik, akhirnya
Umar menjemput Abu Bakar untuk menghadiri perembukan tersebut. Setelah
melakukan perembukan yang sangat alot, akhimya Umar membaiat Abu
Bakar untuk menggantikan nabi, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang

lain.

Berbeda pada suksesi pergantian imam (khalifah) pada masa Abu
Bakar. Karena gejolak antara kaum anshar dengan kaum muhajirin masih
hangat dalam ingatan beliau, sehingga beliau menulis wasiat tentang

penggantinya kelak adalah Umar bin Khathtab.

Namun suksesi pergantian imam (khalifah) pada masa Umar, beliau
tidak menunjuk siapa penggantinya kelak. Namun, beliau menyebutkan enam
sahabat senior, dan merekalah nanti sepeninggalnya yang harus memilih
seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah: Ali bin Abu Thalib, Utsman
bin Affan, Saad bin Abu Waqqash, Abd al-Rahman bin Auf, Zubair bin
Awwan, dan Thalhah bin Ubaidillah, serta Abdullah bin Umar, putranya,

tetapi “tanpa hak suara”. Mereka itu adalah 4/l al-Tkhtiar.

Dengan terbentuknya Ahl al-lkhtiar ini  diharapkan bisa
mengantisipasi terjadinya kekacauan yang terjadi antara kaum anshar dengan
kaum muhajirin serta masyarakat madinah yang lainnya dalam mencari

pengganti imam (khalifah).
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Pesan Umar, sepeninggalnya nanti mereka berenam segera berunding
dan dalam waktu paling lama tiga hari sudah dapat memilih salah seorang di
antara mereka menjadi khalifah. Berbahagialah kalau mereka mencapai
kesepakatan yang bulat tentang siapa yang harus menjadi khalifah. Tapi kalau
lima atau empat orang di antara mereka setuju memilih seorang darinya
menjadi khalifah sedangkan satu atau dua orang yang lain menentang dan
tidak dapat disadarkan, maka yang menentang itu sebaiknya dipenggal saja
lehernya. Kalau seandainya suara terbelah sama, tiga orang memilih seorang,
sedangkan tiga yang lain memilih orang lain, maka haruslah ditanyakan
kepada Abdullah bin Umar. Siapa di antara dua calon itu yang didukung oleh
Abdullah, maka dialah yang diangkat menjadi khalifah. Tetapi kalau campur
tangan Abdullah itu tidak dapat diterima, maka calon yang dipilih oleh
kelompok Abd al-Rahman bin Auf, haruslah diangkat sebagai khalifah, dan

kalau masih ada yang menentang agar dibunuh saja.s'

Sejak awal jalannya pertemuan itu sangat alot. Abd al-Rahman bin
Auf mencoba memperlancarnya dengan imbauan agar sebaiknya di antara
mereka dengan sukarela mengundurkan diri dan memberi kesempatan kepada
orang yang betul-betul paling memenuhi syarat untuk dipilih sebagai khalifah.

Tetapi imbauan itu tidak berhasil. Tidak ada satu pun yang mengundurkan

*' H. Munawir Sjadzali, M.A, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,
(Jakarta: Ul-Press, Cet. I, 1990), 25
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diri. Kemudian Abd al-Rahman Auf sendiri menyatakan mengundurkan diri,

tetapi tidak ada seorang pun dari keempat orang lain yang mengikutinya.®

Dalam keadaan macet itu Abd al-Rahman bermusyawarah dengan
tokoh-tokoh selain keempat orang tersebut, dan ternyata pula telah
berkembang polarisasi dikalangan masyarakat Islam. Mereka terbelah menjadi

dua kubu: pendukung Ali dan pendukung Utsman.®?

Pada akhirnya Akl al-Ikhtiar ini mendelegasikan tugasnya kepada
salah seorang anggotanya, 'Abd al-Rahman bin 'Auf yang kemudian
berkeliling Madinah untuk memantau aspirasi masyarakat umum di kota
tersebut. Dia memperhatikan pandangan kaum wanita serta reaksi dari
penganut berbagai mazhab dan bahkan para jamaah haji dari berbagai Negara
yang berkunjung ke Madinah setelah selesai berhaji di Makkah. Setelah
survey yang mendalam ini, beliau sampai kepada kesimpulan terbesar untuk
percaya kepada dua orang, yaitu 'Ali dan 'Utsman; dan dari keduanya,
pandangan sedikit lebih berat ke 'Utsman. Kemudian dilakukan pemilihan dan
'Utsman secara terbuka diakui sebagai Khalifah.**

Abd al-Rahman bin Auf telah melaksanakan tugas pengawasan untuk

menegakkan amar makruf nahi munkar, ialah menyuruh kepada kebaikan jika

52 Ibid,. 25

* Ibid,. 26

8 Sayyid Abul A'la Maududi, Hukwm Dan Konstitusi Sistem Politik Islam, (Bandung: Mizan,
Cet. 1V, 1995), 257
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terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan), dan melarang dan

kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.®® Allah Ta’ala berfirman,

.0~ orr Y} P ‘ 6 - u:t o o
V_AJ_.J)\)JK..«J\LI&L)J@-J);))J&JL:OJJAL:)FJ‘J\O}E.MM\rg.a <.J)
EREVA]

Artinva: "Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan rakyat yang
menyeru kepada kebajikan, menyeruh kepada yang makruf dan
mencegah dari yang mungkar, mereka adalah orang-orang yang

beruntung”(Q.S. Ali- Imron) (3): 1 04.)%

Menyeruh orang-orang kepada jalan kebajikan dan mencegah
ketidakadilan adalah tanggung jawab bérsama dari Negara dan rakyatnya.
Suatu pemerintah Islam tidak bisa bersikap netral berkenaan dengan kondisi

moral religius dari masyarakat.

5

;wijcuu @fY\JJ\.J}L]‘\)&.b\ AURPRRETEA TR
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan

’55 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, 398
% Departemen Agama R, Terjemah Al-Jumanatul 'Ali’ Al-Qui‘an, (Bandung: CV Penerbit J-
art, 2005), 93
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pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-
Qur'an) dan rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama

(bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. An-nisa(4): 59).%

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban untuk taat kepada ulil
amri (penguasa) guna tercapainya ketertiban dan keamanan bersama. Dengan
berjalannya maksud dari Ayat Al-qur'an tersebut maka akan mewujudkan
amar makruf nahi munkar sehingga tercapailah kemaslahatan ummat.

Dari pemaparan tadi bahwa pasal 71 UU no. 22 tahun 2007 tentang
rekrutmen calon panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010, merupakan upaya
untuk. menjaga stabilitas keamanan dan pelanggaran sehingga pemilu dapat
berjalan lancar. Hal itu secara implisit telah diterapkan oleh khalifah Umar bin
Khatbtab dalam istilah 44/ al-Tkhtiar yang memiliki fungsi yang menyerupai

panwaslu, yakni untuk menegakkan amar ma 'ruf nahi munkar.

Dengan rekrutment panwaslu yang terlambat (tidak sesuai pasal 71)
tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan kekacauan. Sehingga pelaksanaan
pemilu kada kota Surabaya tahun 2010 tidak dapat berjalan lancar. Meski
dalam pelaksanaannya mengakibatkan Jadwal penyelenggaraan pemilu kada

kota Surabaya tahun 2010 mengalami kemunduran. Dimana semestinya

% Departemen Agama R, Terjemah Al-Jumanatul "Ali’ Al-Qur'an. (Bandung: CV Penerbit J-
art, 2005), 87
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tanggal 15 Mei 2010 harus sudah divalidasi DPTnya. Namun, DPT tersebut

masih harus dicross-check lagi ke lapangan.®®

Meskipun dalam figih siyasah tidak ada kejelasan kapankah Ahl al-
Ikhtiar dibentuk dan dibubarkan. Dapat diartikan bahwa baik dari sumber-
sumber awal Islam maupun dari fakta-fakta sejarah dia memang tidak
menemukan sistem yang baku tentang pengangkatan kepala negara dan Ahl
al-Ikhtiar yang dapat dikatakan dengan pasti bahwa itulah sistem Islami.
Sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relative, berarti
banyak tergantung pada situasi dan kondisi zaman.®

Jadi asumsi saya mengenai rekrutmen panwaslu kada kota Surabaya
tahun 2010 sesuai dengan pasal 71 UU no. 22 tahun 2007, merupakan
implementasi dari 44! al-Ikhtiar dalam fiqih siyasah yang memiliki spirit yang
sama yakni untuk menegakkan amar ma ’ruf nahi munkar. Hal itu sama seperti
pada masa khalifah Umar bin Khatbtab ketika mencari pengganti beliau.
Untuk mengantisipasi terjadinya kekacauan. Maka Umar membentuk Al al-

Ikhtiar.

¥ Boy Slamet, Liputan Metropolis Jawa Pos, Surabaya, 12 Mei 2010
R¢) . . . . . 3.
* H. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, 65



BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitiaan ini

dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang sudah

dirumuskan, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan rekrutment calon panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010 yang
terlambat tersebut, sehingga tidak sesuai dengan pasal 71 UU no. 22 tahun 2007.
Hal itu menyebabkan Jadwal penyelenggaraan pemilu kada kota Surabaya
mengalami kemunduran. Dimana semestinya tanggal 15 Mei 2010 harus sudah
divalidasi DPTnya, sedangkan tanggal 1 Mei 2010 telah dibagikan kartu
pemilihnya. Namun, DPT tersebut masih harus dicross-check lagi ke lapangan.
Sehingga kinerja KPU tidak efisien (waktunya terlalu mendesak dengan pungutan
suara, pemborosan tenaga dan biaya, hasil yang dicapai kurang maksimal karena

DPT masih ada beberapa pemilih yang berusia dibawah umur).

Dari pemaparan tadi, bahwa rekrutmen panwaslu kada kota Surabaya tahun 2010
sesuai dengan pasal 71 UU no. 22 tahun 2007, merupakan implementasi dari Ah/ al-
Ikhtiar dalam figih siyasah yang memiliki spirit yang sama yakni untuk menegakkan

amar ma’ruf nahi munkar. Hal itu sama seperti pada masa khalifah Umar bin Khatbtab



ketika mencari pengganti beliau. Untuk mengantisipasi terjadinya kekacauan. Maka

Umar membentuk Ahl al-ikhtiar.
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